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C. Kewajiban Pendaftaran

Pasal 5 UU WDP menentukan bahwa setiap perusahaan wajib
didaftarkan dalam dafar perusahaan. Perusahaan yang wajib didaftarkan
tersebut adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan
usaha di Indonesia. Perusahaan wajib didaftarkan tersebut meliputi juga
kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen atau
perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk
mengadakan perjanjian.

Bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke dalam daftar perusahaan
tersebut adalah badan usaha yang berbadan hukum, persekutuan,
perorangan, dan perusahaan di luar yang disebutkan sebelumnya.
Perusahaan lainnya tersebut menurut Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU
WDP misalnya Persero, Perum, dan Perusahaan Daerah.

Pasal 16 UU WDP memberikan beberapa pengecualian kewajiban
mendaftar bagi tertentu, yaitu:
1. perusahaan Jawatan,405 dan
2. setiap perusahaan kecil perseorangan yang dijalankan oleh pribadi

pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota
keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha
dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.
Adapun mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan ke dalam daftar

perusahaan sangat bergantung pada perusahaan yang didaftarkan.
Pengaturan yang rinci hal-hal yang harus didaftarkan tersebut terdapat
dalam Pasal 11 sampai Pasal 17 UU WDP.

405 Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, perusahaan Jawatan sudah eksis lagi.


